BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa
kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan
pasir pantai di Kabupaten Merauke belum berjalan optimal sesuai dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Upaya
pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai
di Kabupaten Merauke baru terbatas pada penanaman pohon bakau,
pemerintah konsisten untuk tidak memberikan izin melakukan pertambangan
pasir pantai, pembuatan tambak ikan dari lahan bekas galian dan sosialisasi
yang diberikan kepada pelaku tambang. Hal penting yang harus dilakukan
tetapi tidak dilaksanakan adalah belum ada tindakan tegas dari pemerintah
Kabupaten Merauke untuk menertibkan pelaku tambang pasir ilegal.

Terkait pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat
pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke ada kendala-kendala yang
dihadapi terutama pada pemilik hak ulayat, pengusaha-pengusaha nakal dan
dari pelaku tambang yang kurang memupuk kesadaran akan menjaga

kelestarian lingkungan.
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B. Saran

1.

Instansi yang terkait dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai
akibat pertambangan pasir pantai seharusnya saling berkoordinasi dalam
satu misi dan visi yang sama.

Pemerintah Kabupaten Merauke harus bersikap tegas dalam pemberian
sanksi bagi mereka yang melakukan penambangan pasir pantai ilegal dan
juga secara tegas menertibkan penambangan pasir pantai ilegal di kawasan
pantai yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan fungsi pantai

di Kabupaten Merauke.

. Pemerintah Kabupaten Merauke hendaknya menyediakan lapangan

pekerjaan yang berkesinambungan bagi pelaku pertambangan pasir pantai
ilegal sehingga mereka tidak lagi melakukan pertambangan pasir pantai
secara ilegal.

Pelaku tambang jangan lagi melakukan penambangan ilegal yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan seharusnya

menjaga kelestarian lingkungan.
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